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PENGADILAN AGAMA
DOMPU

PUTUSAN
Perkara
Nomor
Tanggal

Cerai Talak
047 AtPdt. ctZ!1T tp A. Dp.
12 Desember ZAfi

Sahlan Bin Arahman

(Pemohon)

melawan

Sri Rahmawati binti Muhdar

(Termohon)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PUTUSAN

Nomor A47 4 lP dt.G DA17 P A.Dp.

4JfrW
DEMI KEADITAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara ceraitalak antara :

sahlan bin Arahman, umur 29 tahun, agama lslam, Pekerjaan sopir,

bertempat tinggal di Dusun Rasa Na'e, RT. 004, Desa Baka Jaya,

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan
sri Rahmawati binti Muhdar, umur 25 tahun, agama lslam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasa Na'e,

RT. 004, Desa Baka Jaya, Kecematan Woja, Kabupaten Dompu,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksidipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2O1T

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor:

0474lPdt.Gl2O17lPA.Dp., tangqal 12 Juli 2017 telah mengajukan permohonan

untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah rergugat yang pernikahannya

dilaksanakan pada tanggal a7 septembe 2012 di Desa Baka Jaya,

Kecematan woja, Kabupaten Dompu dan tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan

Hlm. 1 dari 6 Hlm.Put. No. 0474lPdt.Gl2016lPA.Dp
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Akta Nikah Nomor B-g2rKK.19.0s.s/pw.a1firuzalf. tertanggar 06
September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah KUA
Kecematan Woja, Kabupaten Dompu;

2' Bahwa setelah akad Nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Rumah mahar didesa baka jaya serama 6, kemudian pindah
dirumah orang tua Termohon dialamat Termohon sebagaimana tersebut
diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba,da
dukhul) dan telah dikaruniai seoranga anak yang bernama Jumratul Aulia
(P) umur 4 Tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semura rumah tangga penggugat dan Tergugat berrangsung rukun
dan Harmonis, namun sejak 1 (satu) tiahun setelah menikah akhirnya rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus didasarkan atas sebab_sebab oleh;
a' Termohon memiliki karakter yang tempramen, dan tidak pernah menuruti

nasehat-nasehat dari pemohon 
;

b. Termohon sering kari tidak bisa akur dan berselisih paham dengan
keluarga besar pemohon;

c. Termohon sering kari berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan pemohon.
4- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan

Termohon terjadi pada buran Mei 2016 yang mengakibatkan pemohon
pergi meninggarkan Termohon dan purang kerumah orang tua pemohon
sendiri de;lgan alamat sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa antara pemohon dan Termohon juga sudah pernah diusahakan
perdaiaman secara kekeruargaan namun tidak berhasir;

6' Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbur akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan pemohon
tersebut diatas, pemohon memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua
Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadiri perkara ini
berkenan untuk menjatuhkan KEpurusAN sebagai berikut;
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Primer;

1. Menyatakan mengaburkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon Sahlan Bin Arahman untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sri Rahmawati Binti lshaka di
depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum
yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan pemohon

hanya hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang ketiga, sedangkan
sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan,
sementara Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan

tetap dipertahankan oleh pemohon;
Pemohon yang isinya

Bahwa Pemohon tidak hadir kembali dipersidangan dan biaya perkara
Pemohon telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan panitera pengaditan
Agama Dompu agar menegur pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera pengadilan Agama Dompu telah menegur pemohon
untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat panitera
tertanggal 5 Nopember 2011;

Bahwa Panitera pengadilan Agama Dompu mengeluarkan surat
Keterangan nomor: W22-AAt1277tHK.O3.4tXllt2O1Z tanggal g Desemb er 2O1Z
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t"

:

i.

yang menerangkan bahwa pemohon sampai tempo waktu satu
memenuhi isiteguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
perkara ini;

bulan tidak

ini ditunjuk

persidangan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada haridan tanggalsidang yang telah ditentukan pemohon
hanya hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang ketiga, sedangkan
sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan,
sementara Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon
agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon tidak hadir kembali dipersidangan dan
biaya perkara Pemohon telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Dompu agar menegur pemohon untuk menambah
panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa panitera pengadiran Agama Dompu terah menegur
Pemohon untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat
Panitera tertanggal S Nopember 2012;
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Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu mengeluarkan

Surat Keterangan nomor: W22-A811277 lt/,K.03.4lKlll2017 tanggal 8 Desember

2417 yang menerangkan bahwa Pemohon sampai tempo waktu satu bulan

tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata

bahwa Pemohon tidak datang memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat melanjutkan

perkaranya sehingga perkara ini dapat dibatalkan sebagaimana petunjuk Buku

ll Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi

2013 halaman 70 Mahkamah Agung Rl;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang bertaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Membatalkan perkara Nomor A474lPdl.Gl2A1Z PA.Dp.;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk

mencoret dari daftar perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majeris yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2A17 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami

Uswatun Hasanah, S.Hl., sebagai Ketua Majelis, SyahirulAlim, S.Hl., M.H., dan

Achmad lftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm. 5 dari6 Hlm.Put. No. 0474lPdt.c/2016/PA.Dp
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r
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dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, s.H., sebagai
Panitera Pengganti dan diluar hadimya pemohon tanpa hadimya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.Hl.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.Hl., M.H, Achmad lftauddin, S.Ag.

,W

Panitera Pengganti

tu+
Amrih, S.H.

ll

i"
I

h
i

:
L,

:'
Ir'

l{.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

30.000,00

50.000,00

560.000,00

5.000,00

6.000,00

651.000,00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm.Put. No.0474tpdt.G/2016/pA.Dp
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